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Abstract—The development of information and communication technology has encouraged the use of artificial
intelligence in various fields, including legal consultation services. In Indonesia, legal consultation services still
face several challenges, such as a limited number of legal experts, relatively high consultation costs, and unequal
access, making it difficult for the public to obtain basic legal understanding. This study aims to develop an intelligent
chatbot for legal consultation services using the OpenAl GPT-4 Application Programming Interface (API). The
research methodology includes problem scope determination, user needs analysis, legal data collection, data
exploration and pre-processing using Natural Language Processing (NLP) techniques, GPT-4-based chatbot
modeling, and system evaluation. The evaluation focuses on measuring the chatbot’s response time in delivering
legal information to users. The results indicate that the chatbot developed using the OpenAl GPT-4 API is able to
provide basic legal information quickly and interactively. However, human supervision is still required to ensure
the accuracy and reliability of the legal information provided.

Index Terms—Artificial intelligence; Intelligent chatbot; Legal consultation; NLP; OpenAl GPT-4.

Abstrak—Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan
dalam berbagai bidang, termasuk layanan konsultasi hukum. Di Indonesia, layanan konsultasi hukum masih
menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga ahli, biaya yang relatif tinggi, serta akses yang belum merata,
sehingga menyulitkan masyarakat dalam memperoleh pemahaman hukum dasar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengembangkan chatbot pintar untuk layanan konsultasi hukum menggunakan Application Programming
Interface (API) OpenAl GPT-4. Metode penelitian meliputi penentuan lingkup masalah, analisis kebutuhan
pengguna, pengumpulan data hukum, eksplorasi da-ta dan pra-pemrosesan menggunakan teknik pemrosesan
bahasa alami (Natural Language Pro-cessing/NLP), pemodelan chatbot berbasis GPT-4, serta evaluasi sistem.
Fokus evaluasi dilakukan pa-da pengukuran kecepatan waktu respons chatbot dalam memberikan informasi
hukum kepada pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa chatbot berbasis API OpenAl GPT-4 mampu mem-
berikan respons informasi hukum dasar secara cepat dan interaktif. Meskipun demikian, pengawasan manusia
tetap diperlukan untuk memastikan akurasi dan keandalan informasi hukum yang disampaikan.

Kata Kunci—Chatbot pintar; Kecerdasan buatan; Konsultasi hukum; NLP; OpenAl GPT-4.

I. PENDAHULUAN

Revolusi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek
kehidupan, termasuk di bidang hukum. Namun, layanan konsultasi hukum saat ini menghadapi beberapa
kendala, seperti terbatasnya jumlah tenaga ahli hukum, biaya konsultasi yang relatif tinggi, serta akses yang
sulit dijangkau, terutama pada daerah terpencil. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang mendapatkan
pemahaman kurang baik tentang hukum[1].

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menghadirkan tantangan baru terkait aksesibilitas
dan pemahaman hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi kecerdasan buatan
(Al), khususnya pemrosesan bahasa alami. Chatbot seperti kita ketahui seperti contohnya OpenAl GPT-4,
mampu memahami masukan bahasa alami dari pengguna dan menghasilkan respons yang relevan secara
kontekstual. Kemampuan tersebut memungkinkan chatbot digunakan sebagai media interaktif untuk
menyampaikan informasi hukum dasar secara cepat, mudah diakses, dan berbiaya relatif rendah, sehingga
berpotensi menjawab kebutuhan layanan konsultasi hukum yang masih terbatas di Indonesia[2].

Layanan konsultasi hukum di Indonesia pada umumnya masih bergantung pada interaksi langsung
dengan tenaga ahli hukum, seperti advokat atau konsultan hukum. Kondisi ini menyebabkan layanan
hukum belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan
masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi teknologi yang mampu
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membantu menyediakan informasi hukum dasar secara luas, mudah diakses, dan efisien sebagai pendukung
layanan hukum konvensional[3].

Dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP), chatbot terus
mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada tahap awal, chatbot dikembangkan menggunakan
pendekatan berbasis aturan (rule-based) yang mengandalkan pola dan aturan tertentu dalam merespons
input pengguna. Selanjutnya, pengembangan chatbot mulai memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin
seperti Naive Bayes, Support Vector Machine (SVM), dan Artificial Neural Network (ANN) untuk
meningkatkan kemampuan sistem dalam memahami maksud pengguna serta menghasilkan respons yang
lebih akurat [4]. Perkembangan terbaru dalam teknologi chatbot ditandai dengan hadirnya Large Language
Model (LLM) seperti Generative Pre-trained Transformer (GPT) dan model sejenis lainnya, yang memiliki
kemampuan pemahaman konteks dan bahasa yang lebih kompleks, sehingga memungkinkan chatbot
memberikan jawaban yang lebih relevan, alami, dan kontekstual dalam layanan konsultasi hukum|[5].

Perkembangan teknologi chatbot berbasis LLM tersebut membuka peluang baru dalam penyediaan
layanan konsultasi hukum yang lebih mudah diakses dan efisien. Dengan memanfaatkan API OpenAI GPT-
4, chatbot dapat dikembangkan menjadi sistem yang mampu memberikan informasi hukum dasar secara
interaktif dan responsif sesuai dengan kebutuhan pengguna[6]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengembangkan chatbot pintar untuk layanan konsultasi hukum menggunakan API OpenAl GPT-4
serta melakukan pengujian interaksi pengguna guna menilai efektivitas dan kemudahan penggunaannya.
Meskipun demikian, penerapan teknologi ini tetap memerlukan perhatian terhadap aspek akurasi informasi
dan verifikasi jawaban, sehingga pengawasan manusia diperlukan agar informasi hukum yang disampaikan
dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan[7].

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan chatbot pintar
sebagai media layanan konsultasi hukum berbasis kecerdasan buatan. Proses pengembangan sistem
dilakukan secara bertahap meliputi:

‘_a

Pengumpulan Data Hukum

<«

Perancangan Arsitektur Sistem |

Pemodelan Chatbot

Evaluasi Sistem

Q Selesai )

Gambar 1. Langkah Penelitian

Pengembangan chatbot pintar untuk layanan konsultasi hukum menggunakan API OpenAl GPT-4
melibatkan serangkaian metodologi yang sistematis dan terstruktur dapat dilihat pada Gambar 1. Pada tahap
pengumpulan data hukum, peneliti mengumpulkan data berupa peraturan perundang-undangan yang
menjadi batasan pengetahuan chatbot dalam memberikan informasi hukum dasar. Data hukum yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi pasal-pasal terpilih dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)[9]. Ruang lingkup data hukum dibatasi pada informasi hukum dasar dan bersifat umum, sehingga
chatbot tidak memberikan nasihat hukum profesional. Dengan adanya batasan ini, chatbot hanya berfungsi
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sebagai media edukasi dan informasi awal bagi pengguna, serta tidak menggantikan peran tenaga ahli
hukum. Pembatasan data hukum ini bertujuan agar sistem tetap fokus, akurat, dan sesuai dengan tujuan
penelitian.

Data hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya melalui tahap eksplorasi dan pra-pemrosesan untuk
mempersiapkan data sebelum digunakan dalam pemodelan chatbot. Salah satu teknik utama yang
digunakan adalah tokenisasi, yaitu proses pemecahan teks menjadi unit-unit yang lebih kecil berupa kata
atau token. Secara matematis, proses tokenisasi dapat dinyatakan sebagai pemetaan sebuah teks T menjadi
sekumpulan token sebagai berikut[10].

T = {w,w,,ws .....wy,}

dengan w,, merupakan kata ke-n hasil pemisahan berdasarkan spasi atau tanda baca. Proses ini bertujuan
untuk memudahkan sistem dalam mengenali dan memproses setiap kata dalam teks hukum. Selain
tokenisasi, tahap pra-pemrosesan juga mencakup penghilangan stop words, yaitu kata-kata umum yang
tidak memiliki makna signifikan dalam konteks analisis, seperti dan, atau, yang, dan dari. Stop words
dihilangkan untuk mengurangi noise pada data dan meningkatkan efisiensi pemrosesan. Selanjutnya,
dilakukan normalisasi teks, seperti pengubahan seluruh huruf menjadi huruf kecil (case folding) serta
penghapusan tanda baca yang tidak diperlukan. Tahap eksplorasi dan pra-pemrosesan ini bertujuan untuk
menghasilkan data yang bersih dan terstruktur, sehingga chatbot berbasis GPT-4 dapat menghasilkan
respons yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks hukum yang diberikan.

Tahap perancangan arsitektur sistem dilakukan untuk merancang struktur dan alur kerja sistem chatbot
secara keseluruhan. Perancangan ini meliputi alur pemrosesan input pengguna, integrasi dengan API
OpenAl GPT-4, serta mekanisme penyajian respons chatbot agar seluruh komponen sistem dapat bekerja
secara terintegrasi dan efisien [8]. Dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

~
[ Antarmuka Pengguna
Input Pertanyaan Pengguna
J
Pemrosesan Input

l Pndamposan Pengguna J

Tidak
Validasi &

Respons inya
Tidak Valid

Output l
Pesan Error
Menghasilkan Respons API OpenAl

GPT-4

Menghasilkan Respons

Output Respons Chatbot

Gambar 2. Perancangan Arsitektur Sistem

Tahap pemodelan chatbot dilakukan dengan mengintegrasikan model OpenAl GPT-4 melalui
Application Programming Interface (API). Pada tahap ini chatbot dikonfigurasikan menggunakan perintah
sistem dan data yang telah diproses agar mampu memahami pertanyaan pengguna dan menghasilkan
respons yang relevan serta sesuai dengan konteks hukum[11]. Dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 4. Flowchart Integrasi GPT-4 dari OpenAl

Gambar diatas tersebut menggambarkan alur kerja sistem chatbot berbasis OpenAl GPT-4 dalam
memberikan layanan konsultasi hukum. Proses diawali dengan input API key yang kemudian dilakukan
pengecekan untuk memastikan validitasnya. Jika API key tidak valid, sistem akan menampilkan pesan
kesalahan dan proses dihentikan. Apabila API key valid, pengguna dapat memasukkan prompt atau
pertanyaan yang selanjutnya diproses oleh GPT-4. Sistem kemudian melakukan pengecekan relevansi
prompt terhadap konteks hukum. Jika prompt tidak relevan, chatbot hanya menampilkan informasi bahwa
sistem terbatas pada permasalahan hukum. Sebaliknya, jika prompt relevan, GPT-4 akan memproses
jawaban dan menampilkan respons kepada pengguna. Proses berakhir setelah jawaban ditampilkan,
menandakan bahwa alur sistem berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah dirancang. Kemudian
dilakukan integrasi dengan HTTP Request Rest API agar memungkinkan pengembang untuk
memanfaatkan kekuatan model GPT-4 dalam sistem. Dengan menggunakan /ibrary OpenAl, proses ini
dapat dengan mudah terhubung. Berikut flowchart Inegrasi dengan rest API.

Tahap evaluasi sistem dilakukan untuk menilai kinerja chatbot yang telah dikembangkan dari aspek
fungsionalitas. Metode evaluasi yang digunakan adalah pengujian eksperimental (experimental testing),
yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan perancangan serta mampu
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memberikan layanan konsultasi hukum secara efektif[12]. Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk
memastikan bahwa setiap fitur dan fungsi chatbot bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
Pengujian ini mencakup berbagai skenario penggunaan, seperti pemberian input oleh pengguna,
pemrosesan pertanyaan oleh sistem, serta penyampaian jawaban yang dihasilkan chatbot[13]. Melalui
pengujian ini, dapat diketahui apakah sistem telah berfungsi dengan baik dan bebas dari kesalahan (bug)
yang dapat mengganggu proses interaksi pengguna dengan chatbot[14], [15].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks pasal peraturan perundang-undangan di
Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Data tersebut dikumpulkan
dan disimpan dalam bentuk teks terstruktur untuk dijadikan sebagai basis pengetahuan chatbot dalam
menjawab pertanyaan hukum dasar dari pengguna. Contoh data hukum yang digunakan dapat dilihat pada

Tabel 1 berikut.
Table 1 Contoh Data KUHP

No  Sumber Hukum Pasal Isi Singkat Pasal
1 KUHP Pasal 362 Pencurian, yaitu mengambil barang milik orang lain
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
2 KUHP Pasal 363 Pencurian dengan pemberatan, seperti dilakukan pada
malam hari atau oleh dua orang atau lebih.
3 KUHP Pasal 368 Pemerasan, yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan
atau ancaman untuk menyerahkan barang.
4 KUHP Pasal 372 Penggelapan, yaitu memiliki barang yang sebagian atau
seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum.
5 KUHP Pasal 378 Penipuan, yaitu menggunakan nama palsu atau tipu
muslihat untuk menguntungkan diri sendiri.
6 KUHP Pasal 406 Perusakan barang milik orang lain secara melawan
hukum.
7 KUHP Pasal 310 Pencemaran nama baik terhadap seseorang.
8 KUHP Pasal 311 Fitnah, yaitu pencemaran nama baik yang tidak dapat
dibuktikan kebenarannya.
9 KUHP Pasal 351 Penganiayaan terhadap orang lain.
10 KUHP Pasal 335 Perbuatan tidak menyenangkan dengan paksaan atau
ancaman.

Setelah data hukum dikumpulkan, dilakukan tahap pra-pemrosesan teks untuk mempersiapkan data agar
dapat diproses secara optimal oleh sistem chatbot. Tahap pra-pemrosesan ini bertujuan untuk mengurangi
noise pada teks serta menyeragamkan bentuk kata sehingga memudahkan proses analisis selanjutnya.
Contoh tahapan pra-pemrosesan terhadap salah satu data hukum ditunjukkan sebagai berikut:

a. Teks Mentah
Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan bunyi pasal: “Barang siapa
mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima
tahun atau pidana denda.”

b. Tokenisasi
Teks pasal dipecah menjadi kata-kata (token) dengan hasil tokenisasi:
["barang", "siapa", "mengambil", "sesuatu", "barang", "seluruhnya", "sebagian", "kepunyaan", "orang",
"lain", "maksud", "dimiliki", "melawan", "hukum", "diancam", "pencurian", "pidana", "penjara",
"lima", "tahun", "pidana”, "denda"]

c. Penghapusan Stop Words
Kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dihapus. Hasil setelah penghapusan stop words:
["'mengambil”,  "barang", "kepunyaan", "orang", "maksud", "dimiliki", "melawan",
"hukum","pencurian", "pidana", "penjara", "denda"]

d. Normalisasi Teks
Seluruh teks diubah menjadi huruf kecil dan tanda baca dihilangkan. Sehingga hasil akhir pra-
pemrosesan yaitu “mengambil barang kepunyaan orang melawan hukum pencurian pidana penjara
denda”.

Hasil pra-pemrosesan ini menghasilkan data hukum yang lebih ringkas, bersih, dan terstruktur. Data
inilah yang kemudian digunakan sebagai konteks dalam pemodelan chatbot berbasis API OpenAl GPT-4
agar sistem mampu memberikan jawaban yang relevan sesuai dengan pertanyaan hukum yang diajukan
pengguna.

Hasil antarmuka sistem yang dibuat dapat dilihat pada tampilan antarmuka berikut :
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HUKUM INDONESIA

LIPS YRk —— .

Gambar 5. Tampilan Utama Chatbot

Pada gambar 5 ini adalah tampilan dari Chatbot di mana pengguna bisa melakukan percakapan dan
pengajuan pertanyaan terkait hukum di Indonesia.

HUKUM INDONESIA

Apa saja hak pekerja kontrak di
Indonesia?

Hak pekerja kontrak di Indonesia
secara umum sama dengan hak
pekerja tetap, dan diatur dalam
Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Beberapa hak tersebut, antara
lain: 1. Menerima upah dan
tunjangan. Besaran upah harus
sesuai dengan perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama. Upah
tidak boleh lebih rendah dari
upah minimum yang ditentukan
oleh pemerintah. 2. Mendapatkan
jaminan sosial tenaga kerja
(Jamsostek) yang terdiri dari
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Iaminan Vamatian { 1va)

Type your message... m.

Gambar 6. Tampilan Input Pertanyaan dan Jawaban Chatbot

Pada gambar 6 merupakan contoh tampilan inputan pertanyaan dan jawaban dari Chatbot tersebut.
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HUKUM INDONESIA

berkaitan dengan hukum. Silakan
ajukan pertanyaan yang
berkaitan dengan hukum.

bisakah kamu berikan contoh
puisi ?

Maaf, pertanyaan Anda tidak
berkaitan dengan hukum. Silakan
ajukan pertanyaan yang
berkaitan dengan hukum.

apa bahasa jawanya saya?

Maaf, pertanyaan Anda tidak
berkaitan dengan hukum. Silakan
ajukan pertanyaan yang
berkaitan dengan hukum.

Type your message... m .

Gambar 7. Tampilan Respons Chatbot untuk Pertanyaan Non-Hukum

Pada gambar 7 merupakan respons dari Chatbot ketika pengguna memberikan pertanyaan tidak berkaitan
dengan hukum.

This page says
Chat history deleted successfully.

HUKUM INDONESIA

Maaf, pertanyaan Anda tidak
berkaitan dengan hukum. Silakan
ajukan pertanyaan yang
berkaitan dengan hukum.

apa bahasa jawanya saya?

Maaf, pertanyaan Anda tidak
berkaitan dengan hukum. Silakan

ajukan pertanyaan yang
berkaitan dengan hukum.
Sama-samat Jika Anda memiliki

pertanyaan hukum lainnya di

kemudian hari, jangan ragu untuk
bertanya. Selamat beraktivitas!

Type your message .

Gambar 8. Tampilan Respons Feedback untuk Perintah Hapus Riwayat Chat

Pada gambar 8 merupakan respons ketika pengguna memberikan perintah hapus Riwayat pesan.
Implementasi chatbot yang didukung oleh kecerdasan buatan, seperti GPT-4, menunjukkan potensi besar
dalam meningkatkan akses layanan konsultasi hukum untuk masyarakat. Penelitian ini merancang chatbot
yang bertujuan untuk memberikan informasi dasar tentang hukum serta menjawab pertanyaan mengenai
hak dan kewajiban individu, sehingga membantu pengguna tanpa latar belakang hukum untuk memahami
isu-isu yang rumit. Hasil dari pengujian interaksi pengguna menunjukkan bahwa chatbot dapat memberikan
jawaban yang akurat dan relevan. Meskipun demikian, tantangan terkait akurasi informasi masih ada,
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Beberapa studi menekankan bahwa meskipun teknologi Al dapat mempercepat proses konsultasi,
pengawasan manusia tetap diperlukan untuk menjaga kualitas informasi hukum yang disampaikan[16].
Berikut adalah hasil pengujian dari sistem yang telah dibuat dapat dilihat pada tabel 2:

Table 2 Units For Magnetic Properties

No Fitur yang Diuji Skenario Masukan Luaran yang Diharapkan Hasil
1 Tampilan Utama Membuka halaman Akses halaman Halaman chatbot tampil dengan Sesuai
Chatbot chatbot chatbot melalui judul “HUKUM INDONESIA”,
browser area chat, kolom input, dan tombol
kirim
2 Tampilan Input Pengguna “Apa itu tindak Pertanyaan tampil pada area chat Sesuai
Pertanyaan dan memasukkan pidana pencurian?”  dan chatbot memberikan jawaban
Jawaban Chatbot pertanyaan hukum
3 Tampilan Input Pengguna (Kosong) Sistem tidak mengirim pertanyaan Sesuai
Pertanyaan dan mengirimkan dan tidak terjadi error
Jawaban Chatbot pertanyaan tanpa teks
4  Tampilan Respons Pengguna “Apa resep nasi Chatbot menampilkan pesan bahwa Sesuai
Chatbot untuk memasukkan goreng?” pertanyaan di luar konteks hukum
Pertanyaan ~ Non- pertanyaan di luar
Hukum konteks hukum
5 Tampilan Respons Pengguna menekan Klik tombol hapus Seluruh riwayat  percakapan Sesuai
Feedback untuk tombol hapus riwayat riwayat terhapus dan area chat kembali
Perintah Hapus chat kosong
Riwayat Chat

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 2 Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk
memastikan bahwa seluruh fitur utama chatbot berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang.
Pengujian mencakup tampilan utama chatbot, proses input pertanyaan dan output jawaban, respons chatbot
terhadap pertanyaan non-hukum, serta fungsi penghapusan riwayat percakapan. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa seluruh fitur dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

IV. KESIMPULAN

Pengembangan chatbot pintar untuk layanan konsultasi hukum menggunakan API OpenAl GPT-4
merupakan langkah inovatif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum dasar.
Melalui tahapan pengembangan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan
sistem, hingga pengujian fungsionalitas dan waktu respons, chatbot ini dirancang untuk menyajikan
informasi hukum yang relevan dan mudah dipahami oleh pengguna tanpa latar belakang hukum. Kehadiran
chatbot ini memberikan alternatif sarana bagi masyarakat dalam memperoleh informasi hukum secara lebih
praktis dan mudah diakses dibandingkan layanan konsultasi hukum konvensional. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sistem chatbot yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan rancangan dan tujuan
yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, chatbot mampu menerima masukan berupa
pertanyaan dari pengguna dan memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks pertanyaan hukum dasar
yang diajukan. Selain itu, sistem dapat beroperasi secara stabil selama proses pengujian fungsionalitas dan
waktu respons. Meskipun demikian, chatbot ini hanya berperan sebagai sarana pendukung awal dalam
memahami permasalahan hukum, sehingga pengguna tetap disarankan untuk melakukan konsultasi lanjutan
dengan tenaga ahli hukum, khususnya untuk permasalahan yang bersifat kompleks atau membutuhkan
penanganan lebih mendalam. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan
teknologi kecerdasan buatan dalam bidang hukum memiliki potensi untuk terus dikembangkan, baik
melalui penambahan fitur, perluasan data hukum, maupun integrasi dengan sistem layanan hukum lainnya.
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